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ABSTRAK

Fujnan daripada penelitian tahun ke-1 ini adalah ingin mengetahui dan menganalisis
Model  Standar  Pelavanan Minimal yang dilakukan selama ini. Persepsi masvarakat
terhadap Model Stundar Pelavanan Minimal yvang dilakukan, mengidentifikan Model
Pengembangan Standar  Pelavanan Minimal yang dapar dilakukan di Sumatera Utara
(Kabupaien Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Toba Samosir).

Merode  penelitian vang  digunakan adalah  gabungan penelitian  kualitatif dan
kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah masyarakat vang pernah meminta lavanan di Dinas
Pendididkan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabuparen
Serdang Bedagai, Simalungun dan Toba Samosiv mulai budan Juni hingga Agustus 2012
Feknik analisis data kualitatif’ yang digunakan datam penelitian adalah organisasi data,
reduksi data dan interpretasi data serta analisis data kuantitatif vane digunakan adalah
dengan statistik deskriptif dengan tahel ungeal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Standar Pelayvanan Minimal yang
dilaksanakan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Simalungun dan Toba
Samosir masih menggunakan Model SPM yang terpusat (nasional). Persepsi masyvarakal
terhadap Model SPM pada wmurmnva bersifat positif terhadap Model SPM yvang herbasis
kebutihan keinginan masyarakat berbasis partisispasi masvarakat.
Key Words : - Model Standar Pelayanan Minimeal, Pelavanan Masyarakat dan

Kualitas Pelavanan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang telah digulirkan sejak tahun 2001 sesungguhnya bertujuan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan
tanpa terkecuali. Kualitas pelayanan kepada masyarakat sudah merupakan tema yang urgen
dan sentral baik di sckior publik maupun swasta dalam menuju tata pemerintahan yang baik
(good governance). Untuk mencapai tujuan itu. maka setiap pemerintah daerah khususnva
setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang secara operasional sebagai penyedia dan
pelaksana  pembangunan dan pemerintahan di daerah diwajibkan membuat  Standar
Pelayanan Minimal baik untuk urusan wajib maupun urusan pilihan di daerah sehingga
diharapkan kualitas pelayanan kepada masvarakat semakin meningkat/baik.

Otonomi daerah merupakan pelimpahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat
kepada pemerintah dacrah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang bersifat
lokal atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan potensi lokal untuk
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menvelesaikan berbazmi masalah dan pemberian pelayvanan masvarnkat setempat untuk
menscjahternkan  masvarakat, Dimana. dalam pelaksanaan pemberian  pelayananannya.
pemerintah harus berdasarkan pada standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

Namun dalam prakteknya walaupun otonomi daerah sudah berjalan hampir 12 tahun,
dalam pelaksanaannya belum seindah dan semulus yvang dibayangkan. Masih banyak hal dan
fakta serta data vang menunjukkan bahwa kualitas pelavanan kepada masyarakat belum
seperti yang diharapkan semua pihak. Hal ini antara lain disitiv oleh Djawahir (dalam
Majalah Swa. April 2004) vang menyatakan bahwa “Semangat otonomi daerah untuk
memaotong jalur birokrasi. diharapkan makin mempermudah para pengusaha untuk membuka
bisnis di daerah, ternyata menjadi ajang bagi-bagi rejeki pejabat di daerah™ . Lebih lanjut,
Kennedy seorang pengusaha di Batam (dalam Majalah Swa. edisi April 2008) menyatakan
“Kewenangan daerah yvang makin besar di era otonomi daerah justru dijadikan ajang untuk
mengeruk pendapatan dari masyarakat, bukan kemudahan yang diberikan kepada masyarakat
tapi justru menjadi cost center bagi masyarakat™.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiyvanto. ef al. (2002) menyimpulkan bahwa Kinerja
pelayanan birokrasi publik masih rendah, praktek KKN (korupsi. kolusi dan nepotisme)
dalam pemerintahan dan dalam pelayanan publik masih terus berlangsung. bahkan dengan
skala dan pelaku yang semakin meluas dan terang terangan, keinginan masyarakat untuk
menikmati pelavanan vang efisien, responsit, akuntabel masih amat jauh dari realitas. Oleh
karena 1t sudah sepantasnyalah kiranya setiap pemerintah daerah menyusun Standar
Pelayvanan Minimalnva.

Studi vang dilakukan oleh Prambudi di Jakarta (Koran Warta Kita, 13 Januar 2004 :
9) menyimpulkan bahwa 85 persen pengusaha mengaku mengeluarkan biaya tidak resmi
ketika mengurus izin usaha industri, pengusaha harus mengeluarkan biaya udak resmi
sebesar 60.62 persen. Ini tentu antara lain disebabkan belum adanva Standar Pelayanan
Mimmal (SPM) vang dijadikan pedoman untuk mendapatkan pelayanan pemerintah.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu
pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga
negara/masyarakat secara minimal, Standar Pelayanan Minimal adalah salah satu wujud dari
kepemerintahan vang baik (good governance). Dengan Standar Pelayanan Minimal,
masyarakat akan mendapatkan kepastian akan mutu, jenis dan kualitas pelayanan vang akan
diperolehnya secara minimal. Dengan Model Standar Pelavanan Minimal yang telah
ditetapkan secara baku, maka masyarakat akan dengan segera dapat mengetahui hak dan
kewajibannya dalam mendapatkan pelayanan yvang dibutuhkan sebagai warga negara.

Berdasarkan survey pendahuluan yvang dilakukan di beberapa daerah di Sumatera
Utara menunjukkan bahwa hampir seluruh Kabupaten vang ada di Sumatera Utara belum
menyusun Standar Pelayanan Minimal vang sesuai dengan kebutuhan/keinginan masyarakat
dan belum berbasis partisipasi masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan cenderung
asal-asalan dan kurang dapat diukur. Hal inilah vang mendasari perlunya dilakukan
penelitian tentang "Model Pengembangan Standar Pelayanan Minimal i Sumatera Utara
(Studi Pada Tiga Kabupaten)™.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka perumusan masalah penelitian ini adalah :

a. Bagaimana Model Pengembangan Standar Pelayanan Minimal yang dilakukan

di Sumatera Utara (Studi Pada Tiga Kabupaten)?

b. Bagaimana Persepsi masyarakat terhadap Model Standar Pelayanan Minimal di
Sumatera Utara (Studi Pada Tiga Kabupaten)?
Bagaimana Model Pengembangan Standar Pelayvanan Minimal vang dapat
dilakukan di Sumatera Utara (Studi Pada Tiga Kabupaten)?

L£]
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan gabungan antara metode penelitian kualitatit’ dan metode
penelitian kuantitatil, Creswell (1994) menyvebut metode penelitian ini dengan istilah
dominant-less dominant desien. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian Kualitatit
vang lebih dominan, sedangkan metode penclitian kuantitatit digunakan sebagai metode
penelitian yvang less dominant dan pelengkap.

Lokasi penelitian diambil secara acak vaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Simalungun dan
Toba Samosir dari 25 unit Kabupaten vang ada di Sumatera Utara, Dengan demikian
populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat vang pernah mendapatkan pelayanan
bidang Pendidikan. Kesehatan, Kependudukan Catatan Sipil di tiga lokasi penelitian yaitu
Kabupaten Serdang Bedagai. Simalungun dan Toba Samosir mulai bulan Juni hingga
Agustus 2012 wyaitu sebanyak 314 orang. Semua populasi penelitian dijadikan sampel
penelitian, Dengan demikian teknik pengambilan sampelnya adalah total sampling.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan
studi dokumentasi, wawancara, observasi dan angket'kuesioner penelitian. Teknik analisis
data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatil’ dan kuantitatif. Teknik analisis
data kualitatif’ dilakukan melalui tabapan-tahapan organisasi data (data organization).
reduksi data (data reduction) dan melakukan interpretasi data (deva interpretation) (Miles
dan Huberman, 1992). Sedangkan metode penelitian  Kuantitatif dilakukan dengan
pendekatan statistik deskriptif’ dengan analisis tabel tunggal tentang persepsi/pandangan
masyarakat terhadap Model Standar Pelavanan Minimal (SPM) yang diinginkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Model Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sumatera Utara (Studi
Pada Tiga Kabupaten : Serdang Bedagai, Simalungun dan Toba Samosir).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Model Standar
Pelavanan Minimal bidang Pendidikan yang dilakukan di tiga lokasi penelitian yaitu
Kabupaten Serdang Bedagai. Simalungun dan Toba Samosir masih bersifal sentralistik yaitu
dengan menggunakan Maodel Standar Pelayanan Minima secara nasional mulai dari tingkat
Sekolah Dasar (SD), SMP, dan SLTA yaitu berpedoman pada Surat Keputusan Menten
Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004.

Sama halnya dengan Model Standar Pelavanan Minimal bidang Pendidikan. maka
Model Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan vang dilakukan di lokasi
penelitian tiga Kabupaten yaitu Serdang Bedagai, Simalungun dan Toba Samosir juga masih
menggunakan Model Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan vang sentralistik
(nasional) vyaitu tertulis dalam Surat  Keputusan  Menteri Keschatan  Nomor
1457T/MENKES/SK/X/2003 mulai dari pelavanan keschatan lbu dan Bayi, Pelayanan
kesehatan Anak Pra sekolah dan Usia Sckolah. Pelavanan Keluarga Berencana, Pelayanan
imunisasi, Pelayanan Pengobatan/ Perawatan. Pelayanan Kesehatan Jliwa, Pemantauan
pertumbuhan balita, Pelayanan gizi, Pelavanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar dan
Komprehensif. Pelayanan gawat darurat. Penyelenggaraan penyelidikan epidemiologi dan
penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Gizi Buruk, Pencegahan dan
Pemberantasan Penvakit Polio, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit TB  Paru,
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ISPA. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
HIVAIDS. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).
Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Diare. Pelayanan keschatan lingkungan, Pelayvanan
pengendalian vector, Pelayanan hygiene sanitasi di tempat umum. Penvuluhan perilaku
sehat, Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan  Penyalahgunaan  Narkotika,
Psikotropika dan Zat Adiktif (P3 NAPZA) berbasis masyvarakat, Pelavanan penyediaan obat
dan perbekalan kesehatan, Pelayanan penggeunaan obat generik : Penulisan resep obat
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generik (90%). Penyelenggaraan pembiayaan untuk pelavanan kesehatan perorangan. dan
Penyelenggaraan pembiavaan untuk Keluarga Miskin dan masvarakat rentan.

Berbeda halnya dengan Model Standar Pelayvanan Minimal bidang pendidikan dan
Kesehatan, maka berdasarkan hasil penelitian vang dilakukan menunjukkan bahwa Model
Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan
dh tiga lokasi penelitian yaitu Kabupaten Serdang Bedagai, Simalungun dan Toba Samosir
menggunakan kombinasi antara Model Standar Pelayanan Minimal terpusat dengan Model
SPM yang ditentukan oleh masing-masing daerah vang disesuaikan dengan Undang-undang
Nomor 23 tahgun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 tertulis bahwa Model Standar Pelayanan Minimal
bidang Kependudukan dan Catatan Sipil diatur dua jenis pelavanan vaitu pelavanan Kartu
Tanda Penduduk dan pelayanan Akte Kelahiran yang menetapkan bahwa Standar Pelayanan
Minimal Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota secara nasional
ditetapkan bahwa hingga tahun 2011 jumlah penduduk di seluruh Kabupaten/Kota
seluruhnya jumlah penduduk yaitu 100% sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
Akte Kelahiran sebagai salah satu dokumen hasil pencatatan sipil. Namun dalam prakteknya
capaian ini belum seluruhnya mencapai target.

Persepsi Masyarakat Terhadap Model Standar Pelayvanan Minimal (SPM) Di
Sumatera Utara (Studi Pada Tiga Kabupaten).

DeVrye (2001 :28) menyatakan bahwa orcanisasi-organisasi vang maju selalu
menetapkan standar pelayvanan konsumen yang tinggi dan secara jelas mengkomunikasikan
standar-standar itu kepada para konsumen dan para staf, Untuk instansi pemerintah pada
dasarnya sudah ada kemauvan (will) untuk membuat Swandar Pelayanan Minimal vang
disingkat dengan akronim SPM.

Standar Pelayanan Minimum (SPM) diperlukan untuk menilai apakah pelayanan
yang diberikan telah sesuai dengan yang diharapkan atau standar vang telah ditentukan.
Dengan standar pelayanan minimal, dapat dinilai baik buruknya pelayanan kepada
masyarakat yang diberikan dalam berbagai bidang. Tanpa standar pelayanan minimum.
maka penilaian akan kualitas pelayanan vang diberikan menjadi subjektif vaitu akan
tergantung kepada kacamata orang yang menilainya.

Tellier (1992 : 13) menyatakan  “Service standards are essemsial to service
improvement because they help an organization to define the level, quality, quantity and
frequency of service as well as expectation for face 1o face contracts with the public”
Dengan demikian, standar pelayanan penting disusun dan ditetapkan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyvarakat.

Untuk menentukan Model Standar Pelayanan Masyarakat sebaiknya melibatkan
partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyvarakatlah yang  secara langsung dan
lebih objektif merasakan dan menilai implementasi Standar Pelayanan Minimal tersebut.
Oleh karena itu. Model Standar Pelayanan Minimal nyang dirumuskan perlu melibatkan
pendapat dan aspirasi masyarakat dan partisipasi masyarakat sebagai pengguna dan penerima
pelayanan.

Standar Pelayanan Minimal akan memberi informasi tentang kualitas dan kuantitas
serta kompetensi daripada sumber dava manusia vang dibutuhkan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu dalam penelitian ini perlu menjaring
bagaimana persepsi masyarakat terhadap Model Standar Pelayanan Minimal yang
dilaksanaka oleh pemerintah daerahnya Khususnya dalam bidang pelayanan pendidikan,
Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil di tiga lokasi penelitian yaitu Kabupaten
Serdang Bedagai. Simalungun dan Toba Samosir. Berikut disajikan rangkuman distribusi
jawaban sampel penalitian tentang persepsi/pandangan  masyarakat terhadap bidang
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pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil di tiga lokasi penelitian
vaiu Kabupaten Serdang Bedagai. Simalungun dan Toba Samosir. Skor penilaian dimulai
dari yang paling rendah 1 (sangat tidak setuju/mengetahui). 2 (tidak setuju/mengetahui), 3
(ragu-ragu). 4 (setuju/mengetahui) hingga skor 5 (sangat setuju),

Tabel 1. Jawaban Responden tentang Persepsi Masyarakat terhadap Model Standar
Pelavanan Minimal

No Pernyataan Jawaban dari responden
55 5 RR | TS S5TS
Mengetahui tentang Standar Pelayanan Minimal 20 |26 |65 | 82 121
(SPM) setiap pelayanan vang diberikan Pemerintah
Daerah
2 Model SPM setiap pelayanan perlu disusun oleh 85" |- 87 |42 |- -
pemerintah daerah
3 Pemerintah Daerah perlu memberitahukan Model 190 | 94 30 |- -
SPM yang dilaksanakan dalam memberikan
pelayanan. —
4 Model SPM setiap jenis pelayanan disusun sesuai 18 25 | 45 BO 147
. dengan keinginan pemerintah ]
5 Model SPM dimaksudkan untuk memberikan I85 |95 |34 |- -
kepuasan masyarakat )
O Madel SPM yang dirumuskan hendaknya bersifat I35 | 85 | 50 |25 9

dinamis atau feksibel
7 Madel Standar Pelayanan Minimal vang dirumuskan | 70 | 84 | 90
berdasarkan kemampuan keuangan dacrah,
B Muadel Standar Peluyanan Minimal yang dirumuskan | 55 [ 75 | 89 | 70
disesuaikan dengan kemampuan sumber daya
manusia daerah

] Model Standar Pelayanan Minimal yvang dirumuskan | 80 73 B2 ar |22
disesuaikan dengan kemampuan sumber daya lainnya
] Meodel Standar Pelayanan Minimal vang disusun oleh | 155 | 85 52 22 -
pemerintah dacrah haruslah efisien
11 Model Standar Pelayanan Minimal yang disusun oleh | 190 | 110 | 14 |- -
pemerintah daerah haruslah efektif.
|2 Maodel Standar Pelayanan Minimal yvang disusun oleh | 170 | 102 | 34 8 -
setiap pemerintah daerah haruslah responsif.
13 Model Standar Pelayanan Minimal yang disusun oleh | 195 | 70 [ 39 |- -
pemerintah daerah haruslah adil (tidak diskriminatif)
14| Model Standar Pelayanan Minimal yang disusun oleh | 188 [ 92 [ 34 |- -
setiap pemerintah daerah haruslah murah biayanya
|5 Model Standar Pelayanan Minimal yang disusun oleh | 175 | 108 | 31 - -
setiap pemerintah daerah tidak mengandung
kesalahan

16 | Model Standar Pelayvanan Minimal vang disusun oleh | 107 | 173 | 34 - -
pemerintah daerah harus dapat
dipertangeungjawabkan (akuntabel)
17 Model Standar Pelayanan Minimal vang disusun oleh | 139 |98 [ 57 |- -
setiap pemerintah daerah haruslah memiliki dasar
) hukum

I8 | Model Standar Pelayanan Minimal yang disusun oleh | 201 [ 88 [ 25 |- -
setiap pemerintah daerah haruslah memiliki prosedur
yvang baku

I
L]

4
Ui
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N Pernyataan Jawaban dari responden
55 S | RR | TS STS
14 Model Standar Pelayanan Minimal yang disusun oleh | 191 | 90 33 - -
setiap pemerintah daerah haruslah memiliki
i persyaratan yang baku

20. | Madel Standar Pelayanan Minimal yang disusun oleh | 203 | 98 |
setiap pemerintah daerah haruslab memuar waktu
pelayanan yang dibutuhkan
21. | Model Standar Pelavanan Minimal vang disusun oleh | 188 [97 [ 20 |- -
setiap pemerintah daerah harus mencantumkan biaya
yang transparan )
22, | Model Standar Pelayanan Minimal vang disusun oleh | 110 | 94 62 30 18
pemerintah daerah haruslah memberitahukan
kompetensi petugas pelayanan
23. | Pemerintah daerah hendaknya menyediakan kotak 132 | 152 |30 |- -
saran untuk menampung keluhan terhadap Model
Standar Pelayanan Minimal yvang diberikan
pemerintah daerah -
24. | Model Standar Pelayanan Minimal yang diberikan 157 | 106 | 41 10 |-
pemerintah daerah haruslah menvediakan mekanisme
pengaduan yang dapat dilakukan jika masvarakat
mendapatkan kesalahan dalam pelayanan
23- | Model Standar Pelayanan Minimal yang disusun oleh | 165 | §
pemerintah daerah haruslah berbasis
kebutuhan/keinginan masyarakat sebagai
pengpuna‘penerima jasa
26 | Model Standar Pelayanan Minimal vang disusun oleh | 195 [99 |20 |- -
pemerintah daerah haruslah berbasis partisipasi
_masyarakat sebagai pengguna/penerima jasa
27 Dalam menyusun Model Standar Pelayanan Minimal | 120 [ 145 [ 39 |10 |-
sebaiknya melakukan dilakukan survey kepuasan
- masyarakat secara periodik

Sumber : Hasil Penelitian Data Diolah, 2012,

49 15 -

Lh

Berdasarkan tabel 1, tampak bahwa ketika ditanyakan apakah mengetahui tentang
Standar Pelayanan Minimal (SPM) setiap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah
ternyata sebanyak 121 orang (38.53%) menyatakan sangat tidak mengetahui SPM
Pemerintah daerah, 82 orang (26.11%) menyatakan tidak mengetahui, 65 orang (20,70% )
menyatakan ragu-rgu, 26 orang (8.29%) menyatakan mengetahui dan hanya 20 orang
(6.37%) yang menyatakan sangat mengetahui adanya SPM pemerintah daerah. Hal ini tentu
mensyaratkan perlunya pemerintah  melakukan sosialisasi tentang Standar Pelayanan
Minimal kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui dengan jelas SPM vang
disediakan. Dengan demikian diharapkan tidak akan ada "miskomunikasi® antara pemerintah
dengan masyarakat tentang SPM yang disedikan.

Ketika ditanya apakah SPM perlu dibuat atau disusun pemerintah daerah, ternyata
|85 orang (58.92%) menyatakan sangat setuju pemerintah daerah menyusun SPM. 87 orang
(27.71%) menyatakan setuju. dan 42 orang (13.37%) menyatakan ragu-ragu. Hal ini
didukung dengan hasil wawancara vang dilakukan terhadap aparatur pemerintah bahwa
pemerintah daerah mempunyai keinginan untuk menyusun Standar Pelayaanan Minimal
(SPM) yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.

lawaban  responden  terhadap pertanyaan apakah pemerintah  Daerah perlu
memberitahukan Model Standar Pelavanan Minimal (SPM) vang dilaksanakan dalam
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memberikan pelayanan. sebanyak 190 orang (60.51%) menyvitakan sangat sewju, 94 orang
(29.94%) menyatakan setuju. dan scbanyak 30 orang (9.33%) menvatakan ragti-ragu,
Dengan demikian masyvarakat menginginkan adanya sosialisasi tentang Standar Pelayanan
Minimal vang disediakan sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya
serta partisipasinya. Hal ini juga didukung berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur
birokrasi menyatakan bahwa Model  Standar Pelayanan  Minimal  (SPM)  perlu
disosialisasikan dan mereka menyadari bahwa relatif’ belum pernah dilakukan sosialisasi
seeara terstruktur dan terprogram Standar Pelavanan Minimal. Menurut responden Standar
Pelayanan Minimal kadang-kadang diberitahukan kepada masyarakat ketika masyarakat
meminta pelayvanan. Padahal sesungguhnya kalaulah pemerintah daerah mensosialisasikan
Standar Pelayanan Minimalnya, maka masyarakat akan segera tahu dan melengkapi berkas-
berkas yang dibutuhkan sebelum mendapatkan pelayanan yang diinginkan. Sosialisasi
Standar Pelayanan Minimal ini menjadi penting disebabkan masyarakat perlu diberikan
informasi tentang Standar Pelayanan Minimal vang diterapkan dan sekaligus untuk
memberdayakan masyarakat agar masyarakat memiliki partisipasi dalam pelaksanaan
Standar Pelayanan Minimal yang diberlakukan.

Ketika ditanya apakah Model Standar Pelayanan Minimal setiap jenis pelayanan disusun
sesuai dengan keinginan pemerintah, ternvata jawaban responden sebanyak 147 orang
(46.82%) menyatakan sangat tidak setuju, 89 orang (28.34%) menyatakan tidak setuju, 45
orang (14,33%) menyatakan ragu-ragu. 25 orang (7.96%) menyatakan setuju dan hanva 18
orang (3.73%) menyatakan sangat setuju. Berdasarkan lawaban responden tersebut, dapat
dinyatakan bahwa responden menginginkan adanya SPM pemerintah daerah. Model SPM
pemerintah  daerah hendaknya diberitahukan {disosialisasikan) kepada masvarakat dan
masyarakat tidak menginginkan Model SPM vang disusun  berdasarkan  keinginan
pemerintah daerah secara terpusat,

Lebih lanjut ditemukan, sebanyak 185 orang (58.92%) responden menginginkan sangat
setuju bila Model Standar Pelavanan Minimal dapat memberikan kepuasan masyarakat, 93
orang (30.25%) menyatakan setuju, dan 34 orang (10,83%) menyatakan ragu-ragu. Ketika
ditanya tentang keinginan responden terhadap SPM. sebanyak 220 orang (70.06%)
menyatakan sangat setuju dan setuju bila model Standar Pelayanan Minimal (SPM) vang
dirumuskan bersifat dinamis atau fleksibel. 50 orang (15.92%) menyatakan ragu-ragu, dan
25 orang (7.96%) menyatakan tidan setuju dan 19 orang (6.05%) menyatakan sangat tidak
setuju. Hasil jawaban responden terhadap pertanyaan apakah model Standar Pelayvanan
Minimal (SPM) wvang dirumuskan berdasarkan kemampuan kevangan daerah. ternyata
schanyak 154 orang (49.05%) menyatakan sangat setuju dan setuju. 90 orang (28.66%)
menyatakan ragu-ragu, 70 orang (22.29% ) menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju.
Lebih lanjut. sebanyak 130 orang (41.40%) menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa
model Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dirumuskan disesuaikan dengan kemampuan
sumber daya manusia daerah, sebanyak 89 orang (28,34%) menyatakan ragu-ragu, dan
sebanyak 70 orang (22.29%) menyatakan tidak setuju dan 30 orang (9.55%) menyatakan
sangat tidak setuju. Sebanyak 153 orang (48.73%) menyatakan sangat setuju dan setuju
model Standar Pelayanan Minimal (SPM) vang dirumuskan disesuaikan dengan kemampuan
sumber daya lainnya, 82 orang (26,11%) menyatakan ragu-ragu, dan 57 orang (18.15%)
menyatakan tidak setuju dan 22 orang (7,01%) sangat tidak setuju.

Jawaban responden terhadap pelaksanaan SPM. sebanyak 155 orang (49.36%) sangat
setuju menginginkan model Standar Pelayanan Minimal vang disusun oleh pemerintah
daerah haruslah elisien, 85 orang (27,07%) menyatakan sctuju. 32 orang (16.56%)
menyatakan ragu-ragu, dan 22 orang (7.01%) menyatakan tidak setuju. Sebanyak. 190 orang
(60.51%) menyatakan sangat setuju bila model Standar Pelayanan Minimal yang disusun
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oleh pemerintah daerah baruslah efektit. 110 orang (35:03%) menvatakan ragu-ragu. dan 14
orang (4.40%) menvatakan tdak setuju.

Selain itu, sebanyak 170 orang (54.14%) responden sangat menginginkan Standar
Pelayanan Minimal yang disusun oleh setiap pemerintah daerah haruslah responsif, 102
orang (32,48%) menvatakan setuju, 34 orang (10.83%) menvatakan ragu-ragu, dan 8 orang
(2.35%) menyatakan tidak setuju. Sebanyak 193 orang (62.10%) responden sangat setuju
bila model Standar Pelayanan Minimal vang disusun oleh pemerintah daerah haruslah adil
(tidak diskriminatif), 80 orang (25.48%) menvatakan setuju, dan hanva 39 orang (12,42%)
menyatakan ragu-ragu. Sebanvak 188 orang (59.87%) responden sangat setuju bila model
Standar Pelavanan Minimal yang disusun oleh setiap pemerintah daerah murah biayanya, 92
orang (29,30%) menyatakan setuju, dam hanya 34 orang (1 1.83%) menyatakan ragu-ragu.

Ketika ditanya harapan responden terhadap SPM. scbanyak 175 orang (55.73%)
menyatakan sangat setuju bila model Standar Pelayanan Minimal yang disusun oleh setiap
pemerintah daerah tidak mengandung kesalahan, 108 orang (34.40%) menyatakan setuju dan
hanya 31 orang (9,87%) menyatakan ragu-ragu. Sebanyak 107 orang (34.08%) responden
sangat setuju bila model Standar Pelayanan Minimal vang disusun oleh pemerintah daerah
harus dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), 173 orang (55.09%) menyatakan setuju,
dan hanya 34 orang (10.83%) responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 159 orang
(50,64%) reseponden sangat setuju bila model Standar Pelayanan Minimal yang disusun oleh
setiap pemerintah daerah haruslah memiliki dasar hukum. 98 orang (31.21%) menyatakan
setuju dan hanya 57 orang (18.15%) menyatakan ragu-ragu. Sebanyak 201 orang (64.01%)
reseponden sangat setuju bila model Standar Pelayanan Minimal vang disusun oleh setiap
pemerintah daerah haruslah memiliki prosedur yang baku. 88 orang (28.03%) menyatakan
setuju dan hanya 23 orang (7,96%) menyatakan ragu-ragu. Selain itu, sebanyak 191 orang
(60,83%) reseponden sangat setuju bila model Standar Pelayvanan Minimal yvang disusun
oleh setiap pemerintah daerah haruslah memiliki persyaratan yang baku, 90 orang (28,66%)
menyatakan setuju dan hanya 33 orang (10.51%) menyatakan ragu-ragu.

Lebih lanjut, ketika ditanya keinginan masyarakat terhadap SPM. ternyata sebanyak
205 orang (64.65%) responden sangat setuju bila model Standar Pelavanan Minimal vang
disusun oleh setiap pemerintah daerah haruslah memuat waktu pelayanan yang dibutuhkan.
98 orang (31,21%) menyatakan setuju, dan hanva 13 orang (4.14%) menyatakan ragu-ragu.
Ketika ditanya tentang biaya, sebanyak 188 orang (59.87%) responden sangat setuju bila
model Standar Pelayanan Minimal yang disusun oleh setiap pemerintah daerah harus
mencantumkan biaya yang transparan, 97 orang (30.89%) menyatakan setuju. dan hanya 29
orang (9.24%) menvatakan ragu-ragu. Ketika ditanya tentang kompetensi petugas. sebanyak
110 orang (36,03%) responden sangal setuju model Standar Pelayanan Minimal yang
disusun oleh pemerintah daerah haruslah memberitahukan kompetensi petugas pelayanan, 94
orang (29.94%) menyatakan setuju, 62 orang (19,75%) menyatakan ragu-ragu, 30 orang
(9.55%) menvatakan tidak setuju, dan 18 orang (5.73%) menvatakan sangat tidak setuju.

Ketika ditanya tentang penampungan keluban, sebanyak 132 orang (42.04%)
responden sangat setuju bila pemerintah daerah menyediakan kotak saran untuk menampung
keluhan terhadap model Standar Pelayvanan Minimal vang diberikan pemerintah daerah, 152
orang (48.41%) menyatakan setuju, 30 orang (9,55%) menyatakan ragu-ragu. Sebanyak 157
orang (50%) responden sangal setuju bila model Standar Pelayanan Minimal yang diberikan
pemerintah daerah haruslah menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat dilakukan jika
masyarakat mendapatkan kesalahan dalam pelavanan. 106 orang (33.76%) menyatakan
setuju, 41 orang (13,06%) menyatakan ragu-ragu, dan 10 orang (3.18%) menyatakan tidak
setuju.

Ketika ditanya peran partisipasi masyarakat dalam pembuatan SPM. sebanyak 165
orang (62.55%) responden sangat setuju bila model Standar Pelavanan Minimal yang
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disusun oleh pemerintah daerah harusluh berbasis kebutuhan/keinginan masyarakat sebagai
pengouna/pencrima jasa. 85 orang (27.07%) menyatakan setuju, 49 orang (15.60%)
menyiatakan ragu-ragu, dan 15 orang (4.78%) menyatakan tidak setuju. Sebanyak 195 orang
(62.10%) responden sangat setuju bila model Standar Pelavanan Minimal yang disusun oleh
pemerintah daerah haruslah berbasis partisipasi masyarakat sebagai pengeuna/pencrima jasa,
99 orang (31.53%) menyatakan setuju, 20 orang (6,37%) menyatakan ragu-ragu. Selain tu,
sebanyak 120 orang (38.22%) responden sangat sctuju bila dalam menyusun model Standar
Pelayanan Minimal sebaiknya melakukan dilakukan survey Kepuasan masyarakal sccara
periodik, 145 orang (46.18%) menyatakan setuju, 39 orang (12,42%) menyatakan ragu-ragu,
dan 10 orang (3.18%) menvatakan tidak setuju. Oleh karena itu survey kepuasan pelanggan
sangat diperlukan.

DeVrve (2001) menvatakan bahwa organisasi-organisasi yang — maju selalu
menetapkan standar pelayvanan konsumen yang tinggi dan secara jelas mengkomunikasikan
standar-standar itu kepada para konsumen dan para stal. Konsumen dalam hal ini adalah
masvarakat sebagai pemakai/pengguna/ pembeli pelayanan pemerintah,

Sekaitan dengan pendapal DeVrve diatas, kiranya pemerintah daerah dalam hal ini
Kabupaten Serdang Dedagai, Simalungun dan Toba Samosir harus mengkomunikasikan
Standar Pelavanan Minimal (SPM) dalam bidang pelayanan apapun, sehingga masyarakat
dengan segera dapat menyesuaikan diri dengan SPM tersebut.

Sesungguhnya Standar Pelayanan Minimum (SPM) diperlukan untuk menilai apakah
pelayanan yang diberikan pemerintah dacrah telah sesuai dengan yang diharapkan atau
standar vang telah ditentukan. Dengan adanya Standar Pelayanan Minimal, menjadi tolok
ukur baik buruknyva pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebaliknya. tanpa Standar
Pelayanan Minimum, maka akan sulit mengukur kinerja pelayanan yang diberikan dan
penilaian akan relatif sangat subjektl yaitu tergantung pada penilaian/kaca mata yang
berbeda-beda. Tellier (1992) menvatakan bahwa “Service standards are essensial o service
improvement hecause they help an organization (o define the level, quality, guantity and
frequency of service as well as expectation for face to face coniracts with the public”.
Dengan demikian, Standar Pelayanan Minimal penting disusun dan ditetapkan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Untuk menentukan Model Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang akan
diberikan kepada masyarakat akan sangat tergantung pada paradigma yang dianut/digunakan
masing-masing pemerintah dacrah. Namun perubahan paradigma Administrasi Negara
menjadi Administrasi Publik sesungguhnya sudah menjadi dasar untuk perubahan Model
Standar Pelayanan Minimal yang berorientasi pada publik (masyarakat) bukan lagi
berorientasi kepada kebutuhan negara.

Model Standar Pelayanan Minimal berbasis publik (masyarakat) diperlukan adalah
disehabkan masyarakatlah vang secara langsung dan lebih objektif’ merasakan dan menilai
implementasi  Standar Pelayanan Minimal tersebut. Oleh karena itu, Model Standar
Pelavanan Minimal nvang dirumuskan perlu melibatkan pendapat dan aspirasi masyarakat
dan partisipasi masyarakat sebagai pengguna dan penerima pelayanan.

Potensi Model Pengembangan Standar Pelayanan Minimal Berbasis Keinginan/
Kebutuhan Masyarakat

Paradigma pembangunan di  era  reformasi  saat  ini  lebih  mengutamakan
kebutuhan/kepentingan/keinginan masyarakat. Oleh karena itu Model Standar Pelayanan
Minimal (SPM) vang disusun haruslah dengan keinginan/kebutuhan masyarakat sebagai
penerima pelayanan sehingga masyarakat mendapatkan Kepuasan atas pelayanan yang
diterima,
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Model Standar Pelayanan Minimal yang berbasis keinginan/kebutuhan masvarakat
didukung oleh teori “Public Choice” (Pilihan Masyarakat) dari Frederickson (1984) yang
dikategorikan dalam Model Kelima dalam teori Administrasi Negara,

Model Standar Pelavanan Minimal yang berbasis kebutuhan/keinginan masayarakat
dalam paradigma baru Hmu Administrasi Publik dikenal dengan istilah ~Reinventing
Government” yang menekankan pentingnya merumuskan suatu kebijakan vang berbasis
keinginan/kebutuhan dan bahkan mengutamakan keinginan/kebutuhan serta kepentingan
masyarakat kebanyakan yaitu dengan istilah Pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan
(Customer Driven Government), Oleh karena itu Standar Pelayanan Minimal vang diberikan
pemerintah dacrah kepada masyarakatnya scharusnya berbasis pada keinginan/kebutuhan
masyarakat dan bukan sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Standar Pelayanan Minimal
(SPM) yang dilakukan secara umum masih bersifat sentralistik yang telah ditetapkan secara
nasional (terpusat), sementara daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang
direvisi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 memberikan kesempatan kepada
daerah melalui otonomi daerah untuk menyusun Model Standar Pelayanan Minimalnya
berdasarkan ~ kemampuan,  potensi.  keanckaragaman  dan  kebutuhan/keinginan
masyarakatnya. berbasis partisipasi masyarakat di daerah merupakan potensi yang signifikan
untuk diadopsi daerah. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas Model Standar
Pelayanan Minimal di daerah. perlu dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap Model
Standar Pelayanan Minimal yang disusun dan diimplementasikan sehingga benar-benar
berbasis keinginan/kebutuhan masyarakat,

Untuk mewujudkan Model Standar Pelayanan Minimal (SPM) vang berdasarkan
kebutuhan/keinginan masyarakat maka Model Standar Pelayanan Minimal harus memiliki
beberapa komponen sebagai berikut :

I Dasar Hukum. Yang dimaksud dengan dasar hukum dalam hal ini adalah peraturan
atau kebijakan yang mendasari suatu program dan kegiatan pelayanan masyarakat.

2. Prosedur pelayanan. Prosedur pelavanan adalah hal ini adalah mekanisme/ tata cara

dan semua persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan yang

dibakukan dan disepakati oleh pemerintah dan masyarakat sebagai stakeholders.

3. Waktu penyelesaian. Dalam hal ini ditetapkan durasi waktu yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan/memberi pelayanan mulai sejak pengajuan permohonan sampai
dengan penyelesaian pelayanan masyarakat.

4. Biaya pelayanan.  Biaya/tarif adalah dana  vang  dibutuhkan  untuk
menyelesaikan/memberikan pelayanan termasuk perincian biava yang dibutuhkan.
Untuk pelayanan publik terutama pelayanan dasar harus diupayakan biaya/tari [ vang
dibebankan seminimum mungkin dan jika memungkinkan mulai dari subsidi hingga
gratis/tanpa biaya.

5. Produk pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan vang
telah ditetapkan baik dalam bentuk barang ataupun jasa.

6. Sarana dan  Prasarana. Berbagai peralatan (rools) yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan/memberikan  pelayanan publik. Sarana dan prasarana ini harus
disediakan secara memadai oleh pemerintah sebagai pemberi/ penyedia pelavanan
publik.

7. Kompetensi petugas pelayanan. Segala kemampuan/pengetahuan/ keterampilan/sikap
dan perilaku yang harus dimiliki oleh pemberi/ penyedia pelayanan publik vang
harus ditetapkan sehingga dapat memberikan kualitas pelayanan vang dibutuhkan
masyarakat/publik.

8. Mekanisme Pengaduan Masyarakat : yaitu pemerintah daerah harus menyediakan
wadah/tempat, prosedur dan persyaratan yang harus ditempuh masyarakat Jika
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mendapatkan  kesalahan  dalam menerima  pelavanan,  Pengaduan  masyarakat
merupakan satu sumber intormasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara pelavanan
untuk secara konsisten menjaga pelavanan vang dihasilkannya sesuai denean standar
vang telah ditetapkan, Oleh Kkarena itu perlu didisain suatu sistem pengelolaan
pulgdduun yvang secara efektif dan efisien dapat mengolah berbagai pengaduan
masvarakat menjadi  bahan masukan bagi perbaikan kualitas Model Standar
Pelayanan Minimalnya,

Potensi Model Pengembangan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Berbasis Partisipasi Masyarakat.

Model Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah bentuk/pola/patron tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) vang dilakukan dalam rangka penyediaan pelavanan masyarakat
secara minimal. Dengan adanya Model SPM diharapkan akan mempercepat pemberian
pelayanan kepada masvarakat secara minimal.

Masyarakat adalah objek daripada Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan
Minimal it sendiri diperuntukkan bagi masvarakat. Oleh karena itu, Model Standar
Pelayanan Minimal yang Berbasis Partisipasi Masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka
implementasi Model Standar Pelayanan Minimal dan juga scbagai masukan untuk
peningkatan kualitas Model Standar Pelayanan Masyarakat di masa yang datang,

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang direvisi dengan Undang-undang
MNomor 12 Tahun 2008 menyatakan bahwa pemerintah daerah harus melibatkan partisipasi
masyarakat dalam bidang apapun mulai dari merumuskan kebijakan, implementasi,
monitoring dan evaluasi terhadap suatu program pembangunan. Demikian halnya dalam
menentukan Model Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang pelayanan yang
dibutubhkan masyarakat harus melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari merumuskan,
implenmentasi. monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal, Dengan demikian
Model Standar Pelayanan Minimal (SPM) berbasis partisipasi masyarakat merupakan model
vang cocok diterapkan oleh setiap pemerintah daerah.

L

KESIMPULAN DAN SARAN

Model Standar Pelayanan Minimal yang sudah dilakukan di Sumatera Utara vaitu
Studi Pada Tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Serdang Bedagai. Simalungun dan Toba
Samosir masih menggunakan Model Standar Pelayanan Minimal (SPM) vang terpusat
(nasional) schingga belum tampak Model Standar Pelavanan Minimal vang berbasis lokal
dan Kreativitas dacrah.

Secara umumppersepsi masyarakat terhadap Model Standar Pelayvanan Minimal yang
dilakukan olch Tiga Kabupaten di Sumatera Utara adalah sangat positif,

Model Pengembangan Standar Pelayanan Minimal yang dapat dilakukan di Tiga
Kabupaten adalah Model Standar Pelayanan Minimal yang berbasis keinginan/kebutuhan
masyarakat dan berbasis partisipasi masyarakat lokal.

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah di Sumatera Utara
Khususnya tiga lokasi penelitian yaitu Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Simalungun
dan Toba Samosir perlu menyusun Model Standar Pelayanan Minimal yang berbasis lokal
sesuai dengan kewenangan daerah, potensi dan kemampuan yang dimiliki. Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai, Simalungun dan Toba Samosir perlu menerapkan Model
Pengembangan Standar Pelayanan Minimal yang berbasis keinginan/kebutuhan masyarakat
dan berbasis partisipasi masyarakat lokal. Untuk menjaring Model Standar Pelayanan
Minimal yang berbasis keinginan/kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten
Serdang Bedagai, Simalungun dan Toba Samosir perlu melakukan survey terhadap
keinginan/kebutuhan masyarakat atas pelayanan yang diingin ataupun survey Kepuasaan
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masvarakat secara periodik, sehingou dapat diketahur secara dini Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dan menjadi masukan untuk peningkatan kualitas Model Standar
Pelavanan Minimalnya di masa yang akan datang.
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